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PERATURAN DESA MEKANDEREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MEKANDEREJO

© a Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai Wujud dari

Pengelolaan keuangan desa yang di laksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besamya kemakmuran Masyarakat.

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
termuat dalam Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun Anggaran 2022yang di susun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan
,eﬁsiensi,berkeadilan,ben(elanjutan,benvawasanlingkungan,dan kemandirian
kemandirian,sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunanmasyarakat yg adil dan makmur,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam
Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat |l Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Dasrah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 571 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Peraluran Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E);

Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa tahun2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2018 Nomor 8); )
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang -
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); ) :
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2019

Peraturan Bupatl Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2019.

Peraturan Bupati lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang DPHP Tahun 2021;
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21 Peraturan Desz Mekanderejo Nomor 3 Tahun 2020 tenfang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Mekandereio,

22. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kefja Pemerintah Desa Mekandersio Tahun 2018;

23. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Keria
Pemerintah Desa (RKPDes) Mekanderejo Tahun 2022:

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO
Dan
KEPALA DESA MEKANDEREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MEKANDEREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MEKANDEREJQ TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa Rp. 1.444.583.300 -
2, Belanja Desa Rp. 1.419.583.300-
. Slus/ Defisit Rp. 25.000.000,-
3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 25.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a—b) Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat;
a. APBDesa
b. Daftar Penyertaan Modal,

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai.
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
Pasal 5
1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak. 2
2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja
tidak terduga. ;
3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan
Desa tentang perubahan APB Desa.
4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenunhi kriteria:
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a. bukan merupakan kegiatan nomal dari aklivitas pemerintah Desa dan fidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
berskala lokal Desa.

a0

@

Pasal 6
Dalam hal terjadi;
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
C. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan
dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Mekanderejo..
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAN DESA MEKANDEREJO

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MEKANDEREJQ

NOMOR 00 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES?

TANUN ANGGARAN 2022
KOO REX URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
B : 3 r}
L 8 PENDAPATAN
LS # Pendanatan Adl Desa $6.000.000,00
L Pandaneten Trensdsr 1.388.583.300,00
JUMLAN PENDAPATAN 1.444.583.300,00
s BELANIA
LR | Selianya Pagswal 378.275.000,00
52 Ssianja Sereng dan Jasa 165.483.300,00
83 Selisnia Modal 541.025.000,00
34 Balarnge Thdak Terduga 334.500.000,00
JUMLAN BELANJA 1.419.583.300,00
SURPLUS / (DEFISIT) 25.000.000,00
PENBIAYAAN
2 Pengeliaran Pembiaysan 25.000.000,00
822 Penyertsan Mods! Desa 25.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

| 502252z 005
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA MEKANDEREJO

NOMOR 00 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MEKANDEREJO
TAHUN ANGGARAN 2022
RE.;?:NG URAIAN “‘“‘:‘i":")‘“ SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. | PENDAPATAN
41, Pendapatan Asll Desa 56.000.000,00
42. Pendapatan Transfer 1.388.583.300,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.444.583.300,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAI_\] DESA 454,632.660,00
1.1 Penyslenggaran Belanja Siitap, Tunjangan dan Oparasional 427.132,660,00
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 56.000.000,00 | ADD, PAD
1.1.01 | 51, Belanja Pegawai $6.000.,000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 261.091.600,00 | ADD, PAD
1.1.02 | 51, Belanja Pegawal 281.091.600,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.983.400,00 | ADD, PBH
1.1.03 | 51. Belanja Pegawai 30.983.400,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honot PKPKD dan PPKD, 15.732,660,00 | ADD
Periengkapan Perkantoran, pakaian
1104 | 52, Belanja Barang dan Jasa 15.732,660,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 10.200.000,00 | ApD
1105 | 5.1. Belanja Pegawal 10.200.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per 3.500.000,00 | ADD
kantoran, Pakaian Seragam, perj
11.06 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 13.900.000,00 | ApD
1.1.07 | 52, Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00
1.1.91 Pemberian penghargaan puma tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6.000.000,00 | ADD y
1191 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 .
1.1.93 Operaslonal LPM 2.500.000,00 (ADD
1193 | 53 |  Belanja Modal 2.500.000,00
1.1.94 Operasional Posyandu 1.000.000,00 | AoD
1.1.94 | 53. Belanja Modal 1.000.000,00
1.1.95 Operasional PKK 4.000.000,00 | Apbp
1195 | 53. Belanja Modal 4.000.000,00
1.1.96 Operasional Karangtaruna 1.500.000,00 | ADD
1.1.96 | 53. Belanja Modal 1.500.000,00
1.1.97 - Operasional Linmas 725.000,00 | ApD
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RET(?;IENG ‘ URAIAN AN‘:‘;‘;’:‘” SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1197 | 63, Belanja Modal 725.000,00
1.3, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 20.000.000,00
1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 20.000.000,00 | DDS
13.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
14 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 7.500.000,00
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 1.500.000,00 | ADD
Reguler)
14.01 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.4.02 Peniye;enggaman Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 1.500.000,00 | ADD
eguler]
1.4.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
14.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.000.000,00 | ADD
1.4.03 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
1.4.04 ;Bnyuuunun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 2.500.000,00 | ADD
1404 | 52, Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.4.07 P:n‘yusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar 1.000.000,00 | ADD
aka
1407 | 52, Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA £§80.812,640,00
2.1, Sub Bidang Pendidikan 95.000.000,00
21,01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 5.000.000,00 | DDs
(Honor, Pakalan dify
2101 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.1.07 Pembangunan/Rehabllitasl/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ta 90.000.000,00 | pos
man
21,07 | 53. Belanja Modal 80.000.000,00
2.2, Sub Bidang Kesehatan 104.100.000,00
22.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 23.800.000,00 | DDS
2202 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00
2202 | 53, Belanja Modal 10.000.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 66.300.000,00 | pDs
2204 | 53, Belanja Modal 66.300.000,00
2291 Operasional Mobil sehat 14.000.000,00 | pos
2291 | 52, Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 376.712.640,00
23.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyaiakatan 16.712.640,00 | PeH
23.06 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 16.712.640,00
23.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 60.000.000,00 | peK
23.10 | 53, Belanja Modal 60.000.000,00
23.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo 300.000.000,00 | ;pDs, PEK
: kan dll)
| 234 | 53, Belanja Modal 300.000.000,00
LA 1002 Halaman 2




RaKEo URAIAN ‘N‘:"’""";‘“ SUMBERDANA
A L ’ 4 8
20, Bub Ridang Perhuibumpan, Komunikas) |l:|‘|“;n!nmmllhn o 8.000.000,00
2602 Penpalolann Jatingan el donn 8000 000,00 | ops
2002 | 52 Nelanja Modal $.000.000,00
L UlDANG.I‘I‘.MUt‘.RDAYMN MASYARAKAT 40.220.000.00
4.2, Bub Bidang Pertanian dan Potermakan 20.330.000,00
420 Penguatan Ketahanan PPangan Tingkat Dean (Lumbung Dana dil) 15.000.000,00 | voa
4200 | 82, Delanja Darang dan Jasa 15.000.000,00
4204 Pemaliharaan Saluran Igonl Teraler/Sodehana 13.338.000,00 | pos
4204 | 82, Balanja Barang dan Jasa 13.338.000,00
4. Sub Bidang Pening katan Kapasitas Aparatur Desa 21.000.000,00
43,02 Peninpkatan Kapatitan Perangkat Desa 12.000.000,00 | oos
4302 | 8.2, Belanja Darang dan Jasa 12.000.000,00
43,04 Peningkatan pengelolaan keuangan desa 9.000.000,00 | pos
4304 | 52, Bolanja Barang dan Jana 9.000.000,00
§ mmmmmmmwmmmmmamwm 334,800.000.00
5.3, Sub Bidang Keadaan Mendesak 334.800.000,00
8.3.01 Penanganan Kendaan Mendesak 334.800.000,00 | cos
5301 | 84, Bolanja Tidak Terduga 334.800.000,00
JUMLAH BELANJA 1.419.683.300,00
SURPLUS / (DEFISIT) 25.000.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.2, Pengeluaran Pomblayaan 25.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (25.000.000,00)
8ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

I 022022 1008:32

Dipindal dengan CamScann

Halaman 3




Dipindai dengan CamScann

. IR R/l sopnaysis Ag paluld
00°000'000°85 esoq ejeday) ueBuefun) uep deja) uepseyBuad VS | 1010t
00'000°000°95 fereBay efuepg ‘4G ‘10°10°L

avd '‘aav | 00'000°000°95 NVIng | 2i ese( ejedoy ueBuefun) uep dejay uejiseybuad ueeipakuad ook
w1Bay Yrgun %0g [EWIsiER) ES3g .
00'099°Z¢L"L2¥ ueyejuuawa jeuoysesad o uep uebuefun ‘deyg efuejeg veseBbuagaluag 10°L0
00'099°2¢9'¥5¥ v83a NYHVINRHIW3d NYHVOONTTIANID ONvald %]
YrNy138 S
00'00c°c8S YL NYLYdVYAN3Id HY TN
00'000°000°601 ejoy/usjednqey agdy Lep ueBuenay uemueg werwe] 66GTY
00'000°000°09 ejoyusiedngey gady Lep uebuenay uemueg losey
00°000°000°59 4 gjoyustedngey| uebuenay] uemueg STy
00006168 65¢ esa eue se)ofy oeecy
00°006™L68 65¢ es3Q eue( Isejony €Ty
00°00¥ L¥¥ SE : Ejoyj/uajednge) yesdeQ 1snquiay uep yefed pseH iBeg ey
00°00¥ L¥¥'SE 1snquay uep yeled pseH Beg cTY
00°000'8£Z 828 esag eueg 10'VZ¥
00°000°8€2' 828 esag eveg YA
00'00€°€85°88C" L J9)suel) uejedepuay it
00°000°000°95 es3(] se) yeue| ueejojebusd 10Ty
00°000°000°'85 ) es3Q jasy iseH Ty
00°000°000°95 ©sa( sy ugjedepuad 'y
NV.1VdvaN3d v
L 9 S v € 4 }
Nva NVHVOONY Hvatye SO NI ONININTY
¥38WNS I 1NdLNONVHYNTAN g
2202 NYYYOONY NNHYL
Or3UIANYHIW YSIA HYLNIYIWId
v83Q YIFNV138 NVa NY.LYdVYONId NVIYOONY NvavavrNIAd
2Z20Z : unyej
: JOWwopN

eca(] ejeday) ueimelad ueyduse]




Z Usweey LI R 2o/ Al connoysig Ag paluild
00'000°005'E eAuue] uesoBdd euoisesado elueeg 66'6°TS | "90°10°L

00'000'005°€ uesoEyIad jeuoselado efueag ‘§Ts | ‘90101
00'000°005'C esep uep Buerg efuejeg ‘TS | e0°LO'b

‘ ;

aav | 00'000°005°S unyey uedeyBuspiad ‘winumy uexey Y1y Jﬁ;ﬂ“&”&.@ﬂﬂ.ﬁﬁogu 9010}
00000°00Z'0} Qda ueinpnpay uebuefun) WS | 500t

00'000°00Z 01 adg uebuefuny YIS | s0°10°)

000000020} temeBay efuejpg Ve | S0T10')
S Suagoposon unye) Gdg vebueiun) vezipaking 3010}
00'099°'Z¢LSh eAuue) uedeyBuapa Bueleg efuejeg 661CTS | 'v0'10'

00'099Z¢L°G1 uedexBuapad Bueseg efueeg VTS | w010t

00'099'Z8L'SE esef uep Bue.eg efuejeg ‘Ts | vo'10}

uereyed ‘ueiojueiag uedexbuspad

aav | oo'osgzel s NNHvL ‘@Xdd Uep Q)d)d 10UOH “31y) esag yeuLawa jeucisessd( Ueetpakuad 010}
00°¥8Z'1598'94 esa( 12jbuesad ueeliayebeus)a) ueurwer oS | e0'L0's

00'0¥9'808 0} es3Q EybueIag UBJRYESI) Ueunwer 2ELVS | €010}

00'9L¥ EIES eseQ ejeda) ueeyasI) UBLEP 0ers | ‘eo'lo'b

00°00¥'€86°0¢ esa( jeybuesad uep esaq efedsy| [ersos Usiwer 1s | 'soio1

00'00+°86°0¢ remeSad efuepg ve | eo1ot
H8d'0av | oo‘ooyessoc uejnq €520 im7ibuetad uep esaq eeda)y ibeq [e1sos uswWEl UeEtpakiag COL0L
00°000°000°9¢ es3( jeybueiad uebuefuny TS | ZoloL
00'009'160°6¥2Z esaq nbuesad deja | uegseybuag WZTES | Z010L
00°009'160°182 es3Qeybueie ueSuefun) uep deja) uepseybusy Zvs | zoroh
00'009°160°} 87 remebag efuseg Ve | ZoLo
avd'aavy | 00'009°160'k8Z unyey ©s2Q 1exBuesag uebuefun) uep deya) uepseybuay usepakuag TOL0L
00°000'000'0Z esaq efeday; uebuefun) SLLS | "1010°
00°000°000°9¢ es3Q efeda) dega) uepseybuey WEIs | ool

L 9 ] ¥ ¢ z ]

xwuunm NYHYOONY NYNLVS FWNTOA it S

1NdLNO/NVAVNTIIN 3gox

Dipindai dengan CamScann



it B i g T
S Gein IR/l soonaysis Aq pajulid
00000522 eAuuje] [epopy eluejeg ‘6€S | 2610}
00'000°522 [epoy eluejeg ‘€S | 267107}
aav | ovooo'szz NOHVL - seuiur] jeuojsesadQ "26°10°L
00'000°005"L . eAuuie] jepoy efuejeg 66'6 €S | '96'10°}
00°000005°} mw_.h:_m._ Jepoj eluejeg 6°CS | '96°I0°
00'000°005°L h |epoyy efuejeg G | 9610}
aav | oo'o0000s's NNHYL BuriE3bue.E) |eUoisessdo bedads
00'000°000°F H eAuule] |lepoyy efuejag 66'6'€S | 'S6°10'L
00'000°000°% eAuuie] [epojy efuejag ‘6'S | 's6°10°L
| 00'000°000'F [epoyy efuejeg ‘eS| S6°1L0°)
aav | oo‘oocoooy NNHVL M)d |euoisesadg S6°L0°L
00°000°000°t eAuwe lepopy efuejeg 666G | ‘¥6°10')
00°000°000° | eAuue lepoy efuejag ‘BES | 610k
00°000°000°L lepoyy efuejeg eS| v6'10°)
aav | 00000000t NNHYL npueAsod |euoisesadg Y610k
000000052 euuie jepojy efuejog 66'6°€S | 'c6'10'L
000000052 eluure] [epoyy efuejag ‘€S | e5101
000000052 lepoy efuejeg ‘€5 | €601
aav | oo'ooo'00sz NNHYL Wd1 Ieuoisesado ‘€6°L0'L
00°000'000°9 efuuey wnuelouoy eser eluejeg 66226 ‘16°10°L
00'000'000°9 wnyelouoy eser efuejeg TS | 16°10°)
000000009 eser uep Bueleg efuepg zs | 168071
aav | 00‘000'000'9 NNHYL ©saq 3ebueiag uep esaq ejeday sebm ewnd ueebieybuad ueuaquiag 1510
000000061 sebmad wnuelouop eser efuejeg S02TS | "20'10')
00000006 ¢} wnuelouoH eser efuejag zzs | 10101
00°000°006°C1L eser uep Bueieg efuejag 2’6 '20°10°)
aav 00°000°006°S} unyey M/ (euojsesad oynuasu) ueeipafuag ‘LO'O'L
y: 9 ] ? £ z L
wiawns | Mvoow " Niowvemer v ]

Dipindar dengan CamScann




¥ vewejen IR K[ RoJo sl soonaysig Aq pajuld
00°000°000°} eser uep Bueseg elueeg zs | Lo¥O}
yeqeseAsey .

aavy | 00'000°000'+ NNHVL epeday Iseuuoju; uep es30dd1 ‘€s3Q ejeda)] uesode] ueunsniuag 10'¥0'}
00°000°005°Z eAuuie] vedeyBuapad Bueieg eluejeg 66'VTS | ¥O¥O'L

00°000°006'Z uedexBuapad Bueseg efuejeg TS | rovo'L

00'000°005°Z eser uep Bueseg eluejeg 4] YO'v0°)

e L

aav | 0000070052 NNHVL rd1 'veyeqrusd saagdy 'saggdy) eseq uebuena) uawnyoq ueunsnfuag Yo'yo’t
00°000°000°} eAuue uedeyBuspad Bueleg eluelg 661ZS | €00l

00'000°000° uedeybuspad Bueseg eluejeg VTS | e0v0')

00'000°000°3 eser uep Bueseg eluejsg TS | e0vol

aavy 00'000°000°L NAHVYL (11p esaad) N/eSaaNrdY) EsaQ UeeuedUalad uawimjoQ ueunsniuad ‘E0Y0’L
00'000°005"} ‘ eAuure uedeyBuapad Bueseg efuejeg 6645 | zovo

¥ 00°000°005°} uedeyBuapad Bueleg efuejag VvZs LR ool

00'000°005° esef uep Bueseg eluejog r4-] ZC 0L

(+2|nBay

aav | oo'ooo'o0s’t NNHYL uopN esap Bnqwal ‘snpsnjpy) eAuure] esag uesemelsnyy veesebbusjaluad ‘TOrO'L
00'000°005' eAuuie] uedeyBuapad Bueileg efuejag 66'LCS | 10YO}

00'000°005'} uedeyBuapad Bueseq efuejag A 1070 ¢

00'000°005°} esep uep Bueleg efuejeg ‘zS 1orC

(4anBay)

aavy 00'000°005°} NNHVYL $S308dVY UESEYEqUISH/ESa( UBBUEDURId YeiemeAsnjy ueetebbuajaiuay ‘WoroL
00'000°005°2 uesodejod uep uebuenay ‘ueeuedualad ‘ueyejuuawag efeld ejel ‘¥0°L0

0000000002 efuuie uedeyBuapad Bueleg efuejpg 66'1'ZS | ‘zoen't

| 00’000°000°02 uedeyBuapad Bueseq eluejeg 1zs | zoc01
00'000°000°0Z eser uep Bueseg efuejpg -z6 | ‘zoeo’d
saa 00°000°000°0Z unyey (yndig) esaq jyoud ueippjenwaguerjepuagueunsniusg TOE0’')
00'000"000°0Z uedisieay] uep ysueEIS |1dis uesereauad ‘ueynpnpuaday 1sensiuILpY €0'40
00°000°52L eAuure [epol efuejag 66'6'€S | "L6°10°}

¥i 9 S ¥ € [4 1
Lok NVHVOONY AL L ENTOA NVIVY DNININZY
¥3swns n
1Nd1INO/NYHVYNTIN 200X

Dipindal dengan CamScann




e180:01 zzozzos L
500 | 00'000'000°¥4 NNHYL 12493 jqoy| jeuoisessdg ‘ezoz
00°000°00€°99 efuue jepoyy efuejeg E66CS | ‘v0ZOZ
00°000'00¢'09 ehuue] jepoyy efuejsg 8CS | ‘v0'202
00'000°00¢" 99 jepoyy eluejsg ‘€S | ‘YozoZ
800 | 00'000°00¢°99 NNHYL ueseya3a) eberg esag ueeseBbuatakuay Yoz0Z
00'000'000'0} eAuue] [epoyy efueppg €66¢S | ‘20202
00'000°000°0| eluue] jepoyy efugeg ‘6eS | ‘20202
00'000°000°08 epoyy efueeg e | 20202
00°000°008°€} eAiaze] wnuesouoy eser efuejag 88275 | ‘2oz
00'000'008'€ L wnueiouoH eser efuepg TS | o0z
00'000°009'¢1 ezep uep Bueseg efueeg TS | 2oeoz
$AQa | 00'000°008°cZ 135vd (nuasu) ‘erswe] ‘yuing sy ‘ueyequse] o) npueksoy ueetebbuajadiuay 00T
00'000°004°+01 uzeyasay Buepig gng 2020
00°000°000°06 [etae ey ueyeg - uewe] ‘uetnSueg ‘Bunpes epoyy efueeg EOVES [ L0102
00°000°000°06 uewe| uep ueunbueg ‘Bunpag fepoyy efueeg ves | 1010z
00'000'000'06 Ppoy elusieg ‘¢ | 20102
uewe] ueeyeysndiay
$aa | oo‘eo0’000°06 1INN BuRiEsEld/RUEIES URlEY bulsadisepqeysyuetnBuequia g Jiiglir
00°000°000°S eAuse) wnuejouoy eser efuejpg 66CCS | 101020
00°000°000°5 WnUeioucH eser efuepg TS | 101020
00°000°000'S eser uep Bueleg efueeg Zs | lo10z0
(Ip vereyey Youoy)
$aa | 00'000°000°s NNHVL ES3Q Ml jewLio JuoN Yeselpe D dLNVILVALML/GNYd uesebbusiakuay Loloeo
00°000°000°56 ueyipipusd Buepig gng ‘10720
00'0¥9°ZL2°085 VS30 NYNNONYBW3d NYVNVSHV13d ONvaig 20
00000°000°1 eAuue] uedeybuspag Bueieg efueeg 66'LCTS | 100}
06'000°000°} uedeyBuapag bueseg efuepg ves | 10901
L 9 s y 3 z g .l
YNva NVHYOONY NYDLYS 3nnIoA NVIVEN ONINTYI¥
¥3guwns 1NdLNONYHYNTIN 2ao0M

Dipindai dengan CamScann:




Rt >+ 4 poinid |

ey

r—— sy o w64 v 1275 | wozor

DY P B samy s vy vloeety % oy

B0 | o0 ene ool WOV | (ap peaq) larvpanry] wueg] profea) owlom g wmemgryry vl wy

D0 D0G e R g o ey g Suagagy g e

00 P00 BEE 6 LYRTTVILTI WAV S ETARRI Led TP 4]

D O0E OO0 % e peget] g - SR T Ry POy S WYty | rw

00000 00 £ A s e P O Ay ¥ | ew0?

D000 D00 % wueapy ey | 41 EWCT

128 8] o000 e ¥ NIBIYL CI0p Juciarps S sl g T
0000000 S PRONcRe D rve ey iy Susvy oG kR

000 TR XK WA O P TIREY) UG - e o et el Epeyy whaese) wivs »izZ

000 (0 0K SRS A ] Ry s S ety poeyy sy £Ts 1LIT

DO 000 008 Bapy S 3 | mitwwe

i s

No R | 00000 000 00¢ 1N buomn) Fvaq) ueer FURITLE Ly L S TR . "It
007000 000 09 UMY Uy - Uese ) uerlurg Turpse; poepy slaneg SIS | SiIoe

00000 (X0 08 Ve | D el TRrpes wToy Sy ¥73 | siesz

00000 D00 08 Loy Elany 3 | e

Nad | 00000 D00 08 13%vd TI3Q (e[ UesTIebus 4 uEiry Soms g Sy R S g WETT

oere i R LTS | wiol

0C0re TIL Rl R s e | VT3 | Wt

KoreTIisN wsar wep Smowy ey o 1 wint

Had | ov'orwTiLw eyed uepryesedsewe) [EERTISQ EITY USRI S St LT |
ooorE IR Buny vy Grp W welaysg Suepeg Gy s
0000 000 ¢ TRASE WILROUC Tur Thugneg WIS | 80T
00000 000 ) B b TTS | isToT
00'000°000 ¥i R B Sana TS | SWT
F L § * t H b
¥IVQ NYAYOONY NVNLVE ARNI0A R
yianne LNALOONYEVATEN 300X

Dipindal dengan CamScann



L Ueweey R %R/ 2l saonaysis Aq pajulid
00'000°000'SZ OJLL3N NVVAVISW3d
00'000°000°Z ,esa(] [epoyy ueepahuay rxa
00°'000°000°5Z ¢ ese( [ePOW ueepaiuad TZ9
00°'000°000'SZ ueeheiquad uesenjaBuad z9
NYVAVIEW3d 9
00'000°000°SZ 1isi43a sn1duns
00'00£°€8S 61T} YrNY139 HYwnr
00'000°008°¥€E efnpia] yepll efuelrg WKYs | "Loeos
00°000°008"ES ebnpia) Yepy] efuejog ‘1'¥s | "1oe0s
00°000008°'¥£< efnpia) yepi| eluejag ‘s | "10'€0'S
Saa | od‘0oo'008 ¥ee Wdd | €6 AESIPUDJY Ueepea) ueuebueuay 1oe0’s
00°000°008'vEE Yesopuop ueepea)] buepmg qns ‘€0°'50
00°000°008'¥£E VS3d MYSIANIW NVQ LYANUVYA 'YNYONIS NYONVINOONYNId ONYaIg S0
00°000°000°6 sebnjad wnueiouol eser efuejsg S0ZTS _ ‘$6°€0'b
000000006 wnuesouoH eser eluejag zzs | ‘veeo
00'000°000'6 eser uep Sueseg efuejag z6 | ‘vec0¥
saa 00°000°000°6 NNHVL 3 esap uebuenay ueejofabuad ueey Buiuag '¥6'C0'¥
00'000°000°Z} eAuute] uedesBuapay Bue.eq efuejag 66'1'TS | ‘Z0'e0'y
00'000°000°Z1 uedeyBuapad Bueseq eluejeg 1'ZS | ‘zoeoy
00°000°000°Z} esep uep Bueleq eluejeg ‘ZS | ‘Toeoy
SAaa | o00‘000'000°Z) 1ivd |} esaQ jeybueiay senedey| uejeybuiuag “ZOE0'Y
00'000°000°L2 esaq njesedy seysedey ueeybuiusg Buepig qng €0'%0
00°000°826°EL yisseg Iry/Bunquizpebung ueinjegisebu .:eEE__oEum efluejag L09TS | »020%
00'000'8€S°E ueeleyiowad efuejeg ‘0TS | vozo'y
00'000'8£E°S eser uep Sueleg efuejsg ‘TS | hO2OY
saa 00°000°8¢E°¢L HL EUElapag/alsia) Isebu) ueinjes ueeleyijaway ‘h0'Z0¥
00°000°000'G eAuue uedeybuapay Bueieg efuejeg 66°L'CS | 'c0zZo¥
L 9 S ¥ € F4 1
zwunm . NYHYOONY z<:.”ﬂﬂ.592<m<:.m_“_v_._._o> - ONININIY

Eleo) |

ipindai dengan CamScann




g usweey (A% EWriv /il soonayss Ag pajuild
N>
0 R
0'0 i \ \VHVOONY NYYAYISWId (ONVENMIHIEIT] VSIS
L 9 g 1 4 £ 4 M
2
VYNvVa NYN.LVS FWNTOA
NYHVOONY
-y 1NdLNO/NYHYNTIN HKIRED Ao \

Dipindal dengan CamScann



BADAN pg

DESA MER AN MTUSYAWARATAN DESA (BPD)

EREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
Sekretaria; - 5 KABUPATEN LAMONGAN
- Jalan Raya Mayangkara Nomor 05 kode Pos 62272

KEP \
UTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)
DESA MEKANDEREJQ KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUKTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO
ECAMATAN KEDUNGPRING , KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ Y /413.306.14.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA MEKANDEREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKANDEREJO,
BERSAMA KEPALA DESA MEKANDEREJO

Menimbang : a Bahwa Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

b.  Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur,
dan sejahtera.

c. bahwa bersasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indinesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaiman telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; _
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaa_n
' dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
ﬂﬁgﬁﬁ%éng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem.Perencanaan-.
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repupllk Indongsua Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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barsumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Psrubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ; y
14 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengslolaan Keuangan Desa ;
15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Fedoman Kewsnangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan desa , k
16  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dasrah Temnggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme
pengambilan keputusan musyawarah desa ; \ ‘
17  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerap Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Priorittas Penggunaan Dang Desa

2015 ,
18 gggigran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

1 Nomor 694)
19 ;:?al;grg?Menleﬁ Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman -

uangan Daerah sebagaimana telah diubah, tarakhir dengan
Pe"%ﬁgmmﬂ Dgalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; i
Perat ran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
2. ; :;;:lolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
r 10/E), =
Tahun 2007 Nomﬁ Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahyn 2007 tentang

21. Serz;l:‘”;;‘en?:gﬁahan Kabupat?g/lE.;imongan (Lembaga Dagrah Kabupaten
- e J o
Lam°"ga"§§2,i?,233wparen Lamongan Nomor 34 Tahyn 2015 tentang
2 P 9{8 t;:znmns Polaksanaan Pembangunan Desa L
Petun
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23. Peraturan p

alon L:unung'm Nor
At . ( nor 13 Tahun 2016 tentan
4. Pefaturan patan dan Bolanjy Daerah Tahyn Anggaran 2017; g

Brubahan ara?]bu?,mu” Lanongan Nomor 6 Tahun 2018 tontang
amongan 1 N Anggar Ondapatan ~ dan Belanja  Daerah Kabupaton
- Tahun 2017 Nomr 6)9 an 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

eiiflin Peragan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan

2. Perafyrgn B ngkat Dosa di Kabupaten Lamongan;

27.

28. Peraturan Bupati La
29, Peraturan Daerah Ka

30.  Peraturan Bupati La

Kabupaten Lamangan;

31, Peraturan Kemendes PDTT Nomor 16 Tahun
Penggunaan Danga Desa Tahun 2020,

32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tetang Pengelolaan
Keuangan Desa.

33 Peraturan Daerah Kabupaten Lamangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

34. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020 Nomor 2)

35.  Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018.

36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021; ‘

37. Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) desa Mekandergjo. |

38, Peraturan Desa Mekanderejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Mekanderejo Tahun 2022. T

2018 tentang Prioritas

M ' : acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekanderejo membahas Peraturan
emperhatikan ; ggfsi;a isiah Apnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekanderejo tahun anggaran
2022,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

- " DAN BELANJA DESA MEKANDEREJO TAHUN ANGGARAN 2022.
Pasal

Menyepakatl  Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
en ‘
Mekgnderejo Tahun Anggaran 2022;
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Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dega g

. engan Uraian dai Pendapatan '
keglatan-kegiatansebagaimang tersebut dajam p ot e e o

as

3l 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di

: Mekanderejo

Pada tanggal :_21 Desember 2021

BADAN PERMUSYAW,

RATAN DESA MEKANDEREJO
3 Yﬁ\;\
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KECAM,
KABUPATEN LAM(;FI?:{' A’;EDUNGPR[NG

BERITA ACARA k1 0 .
Y] ~ ; - A RS
PERNTURAN DIESA MEKAND 33y k! Fo ﬁggg%/\ :
DAN BELANJA Digp MEKANDEREJO %40 AN PENDApAT
T

AN
iC. KE
AHUN ANG QARAN ps KEDUNGPRING
"’-—-' .
Nomor : 027 Wy 413.306.14,1 /909,
pPada hari ini Selagg tanggal (g puluh
pua puluh satu, bertempat (i

Satu bulgn Desember tahun Ny, ribu

Mcknndcrcjo Kecamatan Kedungpring,
Menindak lanjuti usulan Kepala Degg Mekand

rejo perihal Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan  dan Belanja pegy Tahun Anggaran 2021,
t membahag Perdes tergehyt,
Tsama Kepala [)ogq dan meperhatikan gy dan

Badan Pcrmusyuwm'amn Desa menyatakan menyetujui
Peraturan Desa tentang Anggaran e lanja Desa Mekanderejo Tahun

permusyawaratan Desa Nglebur mengadakan rapg
Setelah melalui pembahagan be
saran dari masyarakat desa,

ndapatan dng e
B Anggaran 2022,

Demikian Berita Acara Peraturan e

Belanja Desa Mekandercjo Tahun Angg;
pelaksanaan selanjutnya.

N4 tentang Anggaran Pendapatan dan
Iran 2022 ini dibuat sebagai pedoman

Badan Permusyawaratan Deygjquq?rejo

/"J‘aﬁda a{n‘,bﬁm;,

/:,'.l’_‘- / - ,-:' v Ny

1. Drs. IMAM HADI /("f
Ketua

2. NURHADLS,Pd
Wakil Ketua

' Anggota
Drs,ICUN INPRAY.

Anggota

7". TRI NEVIYANTI, S.Pd : e

Anggota R ek
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